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Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya,
ka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi  Yulita Fitari yang berjudul
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= SURAT PERNYATAAN
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o  Saya vang bertandatangan di bawah ini

=

avama : MUHAMAD IQBAL
§1M 112020710120

dempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru. 13 Juli 2002
Fakulas/Pascasarjana : Svariah dan Hukum

Erodi : llmu Hukum

Fndul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnva*:

@ELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP
gSPlRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
§OMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
%ESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
HEKANBARU
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Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
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Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya 1lmiah lainnva * dengan judul
sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian sava
sendiri.

Semua kutipan pada karva tulis sava ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karva Ilmiah lainnya . *saya ini.
sava nvatakan bebas dan plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnva )*saya tersebut. maka sava
besedia menerima sanksi sesual peraturan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa
paksaan dari pthak manapun juga.

Pekanbaru. 19 November 2024.
Yang membuat pernvataan
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ABSTRAK

MUHAMAD IQBAL, (2024) : Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Dalam
Menyerap Aspirasi Masyarakat Menurut
Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru

N111w eydio

C  Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat
kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan
(Dapil) kepada konstituennya. pelaksanan reses setelah itu reses akan dilakukan,
petaksanaan reses dibagi menjadi 2 jenis yaitu kelompok dan perorangan,
peg:aksanaan reses secara kelompok yaitu kelompok dapil yang terdiri dari
béberapa partai politik yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut dan secara
ind#vidu yaitu pelaksanaan reses secara mandiri dan dilakukan secara impersonal
kepada kontituen pada dapilnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Péfaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota
DPRD Kota Pekanbaru. Dan Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan
Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD
Kota Pekanbaru

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang mana
penelitian secara langsung melakukan penelitian lapangan, dengan pendekatan
evektivitas Hukum, lokasi penelitiannya yaitu berada di provinsi Riau dan pusat
penelitian ini berada di kecamatan Rumbai kota pekanbaru adapun populsi dan
sampel terdiri dari anggota dprd dapil II sebanyak 6 orang. pengumpulan data
yaﬁﬁ melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian data dianalisis
deprgan menggunakan penelitian kualitatif.

EE. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Reses Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru masih belum efektif, hal ini
dikarenakan kurangnya Partisipasi masyarakat dalam reses sering kali kurang
optimal. Banyak warga yang tidak merasa terlibat atau tidak tahu bagaimana cara
mehyampaikan aspirasi mereka. ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman
mgSyarakat mengenai pentingnya kegiatan ini. Oleh karena itu, berusaha untuk
lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam proses ini.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam
kegiatan reses.

L 2]

Kgi’a Kunci : Aspirasi Masyarakat, Reses Anggota DPRD
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

lw ejdio jeH 6

raﬁ.’nat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan
=

sk%'osi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada

ng)inda Rasulullah Shalallahualaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari
w

alain jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah

A
safli syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan

Hlfkum Universitas Islam Negeri Sultam Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu ,

mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat

spiritual terutama penulis sampaikan kepada

5

1.2'-Yang tersayang Ibunda Melda Susanti dan Ayahanda Suryadi yang telah

ST

—memberi dukungan, materi serta do’a untuk penulis, serta memotivasi dan

Jrure

“membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do’a restu

n

.dan ridhanya.

ISIJAIU

2.w Teristimewa untuk keluarga—keluarga penulis yang selalu memberi dukungan

serta doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

w
ng jo A3

.£ Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
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4.2:.Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak
o
— Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia

Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Syariah dan Hukum

llw e

= Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang
Etelah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.

S.g)Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. HI., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu
w

gHukum dan Ibuk Dr. Febry Handayani, S. H., M.H.selaku seketaris Jurusan

A
o llmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

- Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. dan Ibuk Musrifah, S.H., M.H. selaku

pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta
memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan

banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan
w

=
e Hukum.

8. :—-Kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru dan staff Sekretariatan DPRD
~ Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu, informasi, dan segala data

=
E.yang penulis butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

=]

9.$.Kepada kepala pustaka Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

I

Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa

menjadi sarjana yang baik.
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~ Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yang membersamai penulis sedari

11eAg

_awal perkuliahan yaitu Amalia Dewi Cahya,S.H, Hernita Putri,S.H Jihan
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Ramadita, S.H AnggaRestiamedy, Rusdi,S.H Khairunnisa Azzahra, dan Dito

ABH @

"Septinaldi.
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11,; Teruntuk teman-teman penulis yang hadir di akhir-akhir perkuliahan yaitu

Ut]

‘Bayu Nofriesta,S.H, Muhamad Reza Al Hafiq,S.H, Zidane Ramadhan, Naufal
Reza, Juliansyah,S.H, Agel Gandiza, M. Ismail Marzuki, dan Ade Saputra
yang telah menemani, mendukung dan mendoakan penulis untuk

menyelesaikan tugas akhir ini.
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12 Kepada teman-teman Ilmu Hukum-A 2020, Kelompok KKN Desa Muda

ney

Setia, dan Organisasi Jaring Mahasiswa Lira Yang telah menyemangati
penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah
membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan

mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah

I 3ge1s

ilnEu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal

=
alaihin.

n

2. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

’1diodeH @

atar Belakang
Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam

asal 1 ayat (2) UUD Indonesia yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di

NIR ! TW

(fangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Demokrasi di sini mengacu

n

;pada suatu bentuk sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat berpartisipasi
©
dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya, yang disebut juga pemerintahan

0
kerakyatan. Demokrasi juga dapat dipahami sebagai suatu gagasan atau visi

hidup yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan
yang sama terhadap seluruh warga negara. Singkatnya, hakikat demokrasi
yang kita ketahui adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Karena

==%ernokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam

o
wtatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Dan demokrasi merupakan asas
&
Hang fundamental dalam pemerintahan. Namun sebenarnya, apa hakikat dari
=
?emokrasi itu, Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua

E(ata dari bahasa Yunani, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratein atau
]

Lratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara terminologis demokrasi berarti

(0]

@edaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat
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@)

m:ﬁqengandung pengetian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara
2 1

cdibawah kendali rakyat.

Salah satu bentuk demokrasi yang bisa kita alami adalah pemilihan

mum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu sistem pemilihan pejabat untuk

IIdw eyd

ewakili rakyat, banyak diterapkan di negara-negara dengan  sistem

NIG

cBememntahan demokratis. Pemilu merupakan salah satu langkah penting dalam

n

ﬁnendukung sistem politik demokratis. Tujuan pemilu adalah memilih wakil
©
amkyat baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Wakil-wakil yang

W
Sipilih oleh rakyat disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
yang lebih baik, harus ada sinkronisasi antara anggota DPRD dan perangkat
daerah.

Demokrasi yang ada di Indonesia diwujudkan melalui keikutsertaan
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah.

s%/[asyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dianggap

o
smampu  menjamin akuntabilitas serta mampu dalam pemenuhan aspirasi

&
Fpelayanan masyarakat. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23
=

gahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (6) menegaskan

Et)ahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
]

intuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan

(0]

%asyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

! Afifa Rangkuti, Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat, No. 5,2018, h. 52.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Dewan

|51 BH Q

erwakilan Rakyat Daerah yang memiliki hak, tugas, kewajiban dan fungsi

alam menjalankan roda pemerintahan bersama kepala daerah demi

LW e d

epentingan daerahnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang

omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa

NI

(Bengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan

c
JDPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

©
pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peranan

%enting dalam menentukan arah pemerintahan daerahnya dikarenakan berperan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan
pelaksanaan tata pemerintahan. Namun peranan DPRD tidak hanya itu, tetapi
jauh lebih luas dalam menentukan peraturan-peraturan di daerah, menentukan
arah masa depan suatu daerah dan sumber daya manusia yang terdapat dalam
suatu daerah dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat daerah

a%an tentunya dengan kerja sama semua elemen masyarakat.”

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah

e[S] 93

Hnempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6)

D

gEJUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak

i o

< .
gnenetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan
]

<btonomi dan tugas pembantuan.”

(0]

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada

[0S

shakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara

% Derlina Siregar, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap
embangunan Perekonomian Masyarakat di Kota Tanjungpinang, Vol. 2, No. 4, 2022, h. 302.
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©
m:[fdeal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan

==
cdaerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan
1)

ayang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan

—dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan

=
ckeleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

=

w
c

glak. implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan
©
daerah. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh

Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam

0
“karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang

ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota.®

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD juga
mempunyai kewajiban untuk menyerap serta menghimpun, menampung serta
menindaklanjuti aspirasi/hak tuntutan dari rakyat. Kewajiban DPRD ini
kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
?/IPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten
in-;tau kota diantaranya punya kewajiban untuk menyerap dan menghimpun

F—

W
Fhaspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan
=t
gqenindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan

E)ertangggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah

S

5emilihannya.
Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap,

enghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih

¥ Sahbana Iwan Hasibuan, Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan
ERDA APBD Kabupaten Paluta, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 182.

nery wisey jjre4dg ug[ng jo



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
mIanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota

==
cdiantaranya adalah: (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi

1)
odari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala.

=]
—Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban

=
canggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara

utin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen

c
deilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD

©
“kabupaten/kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis

%isampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.
(Pemerintah Republik Indonesia, 2014). (2) Anggota DPRD dapat menampung
serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang
disampaikan ~ masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat

mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada

konstituen terutama di daerah pemilihannya.

g'-) Bentuk dari proses penyampaian aspirasi yang diberikan oleh
in-;lasyarakat kepada DPRD diantaranya melalui kegiatan reses anggota dewan.
f%eses sendiri sebagaimana disampaikan dalam undang-undang menjadi salah
éatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anggota DPRD yaitu
_:rg:nenyerap serta menghimpun setiap aspirasi dari masyarakat melalui kunjungan
®

<kerja yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Reses sebagai salah satu

(0]

genyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, dapat
s
gfiilakukan melalui kunjungan DPRD ke daerah pilihan (dapil) kepada

kggonstituennya, maupun melalui hasil musyawarah rencana pembangunan
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©
ni@\/lusrenbang), bisa juga melalui Kepada Daerah Setempat (Bupati) ataupun

==
ADPC/DPD Partai.*

Reses dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat seperti
eluhan kondisi jalan, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, peredaran

arkoba yang semakin meluas, banjir, dan keluhan lain yang dirasakan

1@ MIpkw eyd

ngsung oleh masyarakat. Reses merupakan bentuk komunikasi langsung

TSN

Yantara Anggota Dewan dan konstituennya.

Reses diatur dalam Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 108

1y B

%) dan Pasal 161 (I). Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara
perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna
menyerap aspirasi masyarakat lalu menyerap dan menghimpun aspirasi
konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Reses atau masa reses
adalah masa dimana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan
==f‘-'g%egiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR/DPRD. Misalnya
=4

o
mn-lslntuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD

&

Fsecara perorangan maupun secara berkelompok.

o]

g Dalam pelaksanaan reses oleh anggota DPRD ada beberapa hal- hal
<

ang perlu diperhatikan seperti keterbatasan waktu oleh anggota DPRD yang

w

i’iﬁungkin memiliki jadwal padat, dan juga kurangnya partisipasi Masyarakat

(0]

aalam kegiatan reses, dan bisa saja politik lokal mempengaruhi berjalannya

* Dewi Kurniasih, Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi
Wasyarakat Kabupaten Bandung, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 328.
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@)

é?elaksanaan reses tersebut Dan dalam hal itu juga yang menjadi penghambat

A

cdalam pelaksanaan reses tersebut.

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat

epada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan

1w eyd

Dapil) kepada konstituennya. Di Kota Pekanbaru, Reses diatur dalam
geraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme

c
UxPelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pasal 5 mengatur tentang

W
Jperencanaan reses, perencanaan reses berpedoman kepada Rencana Kerja

E?!)PRD Kota Pekanbaru. Pasal 7 mengatur tentang pelaksanaan reses,
pelaksanaan reses sekurangnya melalui empat tahapan, yaitu rapat pimpinan
dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan
reses. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD,
pelaksanaan reses, rapat paripurna pelaporan hasil reses. Pasal 9 mengatur
tentang pelaporan hasil reses dan penyelesaian hasil reses, hasil reses wajib
@ilaporkan oleh anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk laporan
i»-;ertulis, hasil reses akan digunakan untuk menyusun program kerja DPRD.

Dalam pasal 7 Peraturan Walikota No 72 Tahun 2019 menjelaskan

ekanisme pelaksanaan reses yang di mulai dari rapat pimpinan dan badan

aATug drure|

usyawara penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses dan

embagian pelaksanan reses setelah itu reses akan dilakukan, pelaksanaan reses

A8

ibagi menjadi 2 jenis yaitu kelompok dan perorangan, pelaksanaan reses

Bing jo

ecara kelompok yaitu kelompok dapil yang terdiri dari beberapa partai politik

ang ada anggota DPRD pada dapil tersebut dan secara individu yaitu

nery wisey juesg u
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©
?elaksanaan reses secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada

==
ckontituen pada dapilnya. Faktanya dilapangan pada tahun 2021 dan 2022

-Editemukan adanya beberapa anggata DPRD kota Pekanbaru dapil 2 tidak
:_n_lengikuti aturan dalam pelakasaan reses. Hal ini di ungkapkan oleh Bawaslu
gota pekanbaru, dimana Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran yaitu
?}dak adanya undangan resmi, tidak adanya publikasi kegiata, dan tidak adanya

c
@otulen rapat. Hal ini menyebabnyak banyak masyarakat tidak mengetahui

g;;ﬁdwal dan lokasi reses anggota DPRD kota Pekanbaru serta kurangnya
%osialisasi oleh anggota DPRD dapil 2 kepada masyarakat ini menyebabkan
minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan
dalam  melakukan  penelitian  dalam  skripsi ini  dengan  judul
“PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN
?VALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME

®
m'-FELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

)
PDAERAH KOTA PEKANBARU”

(@]
! 9atasan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang yang dikemukakan diatas, agar

ISIJAT

penulis proposal ini terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan

jo

gmenyimpang maka penulis membatasi masalah ini hanya pelaksanaan reses
=
Ezferhadap aspirasi masyarkat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun

k?019 tentang mekanisme pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat

nery wisey jix
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@)

m:Daerah kota Pekanbaru yaitu di daerah pemilihan 2 kota Pekanbaru kecamatan

==
Rumbai dan kecamatan Rumbai Pesisir.

d

C.Rumusan Masalah

@Bl BXSNGNIG X!IW

Menyadari luasnya permasalahan yang menyangkut pelaksanaan reses,
aka penulis membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru.?

Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1]

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai
penulis dalam penelitian ini dari perspektif pelaksanaan berupa:
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72
Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota
DPRD Kota Pekanbaru.
b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Oleh
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru
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Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan
dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

a. Manfaat Teori
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Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya
pada ilmu hukum mengenai bagaimana pelaksanaan reses oleh
anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dapat
digunakan sebagai penelitian-penelitian yang seenis di
kemudian hari, dan sebagai bahan referensi dan informasi bagi
semua pihak khususnya se almamater penulis yaitu Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syyarif Kasim Riau tentang pelaksanaan reses anggota DPRD.
Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam
menyelesaikan pendidikan S1 dan sebagai ilmu pengetahuan
untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.

Manfaat Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi

bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis

yang ingin meneliti hal yang sama.
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A.

g1dio jeH @

NI@>!w

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

erangka Teoritis
Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran

ang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini teori dan

(Asas yang dapat di gunakan adalah sebagai berikut:

n

®1 Tinjauan Tentang Pelaksanaan

nery ey

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

a. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu
rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun
secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap.10 Secara sederhana pelaksanaan
bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-
usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan
dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana
cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional

11
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atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari
program yang ditetapkan semula.’

Menurut abdullah dalam bukunya mengemukkan bahwa
pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan tindak lanjut dari program
atau kebijaksanaan yang ditetapkan dan terdiri atas pengambilan
keputusan. Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan
yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dri progran yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara
berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan,
maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna

mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan
rakyat yang duduk di bangku legislatif sebagai perpanjangan tangan
rakyat. Menurut UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD kabupaten/kota merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.6

Ag ule3ng Jo AJISIdATU() dTUIR]S] d)¥}S

s Wahyu Bagja Sulfemi, Modul Manajemen Pendidikan Nonformal, Bogor, 2018, h. 104
® I Nyoman Alit Badrika, Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan

ERakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat, Vol. 10,
No. 2, 2022, h. 133.

nery wisey
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b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini
diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1) Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang
termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi)
maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan
pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan).

2) Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan
perencanaan program- program pembangunan didaerahnya.

3) Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD).

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan
diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang
mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah
dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam
fungsi-fungsi berikut:

1) Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan,
harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika
kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara
“atas namarakyat”.

2) Advokasi. Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan
memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan

sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat.
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Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung
banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang
berbenturan satu sama lain.Tawarmenawar politik
dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai
kepentingan tersebut.

3) Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila
perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan

eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan
pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh
masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan
wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek.
Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan
meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi,
bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban
Kepala Daerah.’
Secara  rinci  fungsi DPRD  Kabupaten/Kota, = DPRD
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
1) Fungsi Legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah
diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama

Bupati/Walikota.

" Rudi Santoso, Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan
. Pemerintahan Bersih, Vol.1, No. 1, 2021, h. 5

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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2) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan

menetapkanAPBD bersama Bupati/Walikota.

3) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaanAPBD.

c. Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wewenang dan tugas DPRD, DPRD kabupaten/kota mempunyai

wewenang dan tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama
bupati/walikota;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan
daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi

kekosonganjabatan wakilbupati/wakil walikota;
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6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah  kabupaten/kota  terhadap rencana  perjanjian
internasional di daerah;

7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota;

8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;

9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan daerah;

10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

11) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai

hak:

1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah hakDPRD kabupaten/kota untukmeminta keterangan

kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

2)

3)

17

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak angket sebagaimana dimaksudpadaayat (1)huruf b adalah
hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/ kota yang penting
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c¢ adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/ walikota atau
mengenai kejadian luarbiasa yang terjadi di daerah disertai
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak

lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

protokoler; dan
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keuangan dan administratif;

e. Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewajiban Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
melaksanakanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia;
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan NegaraKesatuanRepublikIndonesia;

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

menaati  prinsip  demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota;

10) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

kunjungan kerja secara berkala;

11) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat; dan
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12) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis

kepada konstituen di daerah pe:milihannya.8

Tinjauan Tentang Reses
a. Pengertian Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Istilah reses diadopsi dari kata recess. (bahasa belanda), yang
berarti berlibur, istirahat, atau turun main. Konoo reses bermula dari
kebiasaan orang belanda yang duduk sebagai anggota vilksraad (DPR)
dan regebtschapsraad (DPRD, setingkat kabupaten/kota) pada masa
hindia belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal
yang beriklim subtropis. Dalam kamus besar bahasa indonesia, reses
berarti penghentian sidang (parlemen) masa istirahat dari kegiatan
bersidang. Sedangkan menurut Ensiklopedia nasional, reses adalah
masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang
lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan
konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan
kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.
Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa “reses” menurut
pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang
pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan

sejenisnya.

nerny wisey jipdgluejng jo A31sIaATu) dIWe[s] 3L}

® Indartini Mintarti, Nurharribnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno, Peran Dan Fungsi
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% Lusia Palulungan, Reses Partisipatif, (Yayasan Bakti : Makassar, 2019), h.6



D)

?;_ig

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

20

Kegiatan reses sendiri merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh anggota DPRD yaitu adalah komunikasi dua arah
antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan
konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Peserta reses adalah
seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI / Polri, Pimpinan
Puskesmas, Dinas JawatanLurah / Kades / Perangkat Desa dan, Kepala
Dusun.Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
(OKP) dan lain sebagainya yang pasti keterwajiban dari unsur-unsur
masyarakat yang boleh memberikan masukan ataupun koreksi terhadap
program dan jalannya pemerintahan daerah, tapi memang biasanya
para anggota dewan juga memperhatikan keterwakilan diatas diambil
dari konstituen dari anggota DPRD.*

Di parlemen, masa penghentian sidang dilakukan untuk memberi
kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah
pemilih (dapil) atau melakukan kegiatan konstituen. Di dalam
peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan masa reses adalah masa DPR

melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama diluar gedung DPR

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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- Tomohon, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 4
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untuk melaksanakan kujungan kerjall, Berdasarkan praturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata
Tertib DPRD bahwa masa reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar masa
sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) perlu dilakukan
dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan
cara bertemu dengan konstituen pada daerah pemilihannya masing-
masing guna menigkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD
dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna
mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan Check and balances
antara DPRD dan pemerintah daerah.

Tujuan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan reses DPRD adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi
konstituen dan  pengaduan masyarakat guna memberikan
pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen
didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam
pemerin‘[ahan.12 Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan perihal pelaksanaan reses yaitu:
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2 Dian Maharani, “Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode

(2014-2019) Tahun 20157, Universitas Riau, Vol.4, No. 2, 2017, h.5
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1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu)

kali reses bagi DPRD kabupaten/kota;dan

2) Paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi anggota

DPRD provinsi.

Masa reses anggota DPRD menurut Wasistiono dibagi menjadi

empat tahap yang meliputi:

1)

2)

3)

Persiapan.

Persiapan reses harus sudah disepakati mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran,
anggaran yang dibutuhkan, data dasar yang menjadi lokasi
reses.

Pelaksanaan.

Pelaksanaan reses harus mengorganisasikan hal-hal yang
sedang direncanakan pada tahap persiapan. Dilakukan secara
tatap muka baik dengan kelompok kecil maupun kelompok
besar.

Pelaporan.

Pelaporan reses berarti laporan sebagai pelaksanaan
komunikasi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus
dalam konteks administrasi adalah pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Laporan
ini memilikiperan penting dalam komunikasi administrasi,

pertanggngjawaban dan pengawasan serta pengendalian,
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penyampaian informasi, beban pengambilan keputusan, alat
membina kerjasama, dan alat pengembangan wawasan.
Tindak lanjut hasil reses.

Diharapkan DPRD menindaklanjuti laporan anggota DPRD
tentang hasil reses dengan mendistribusikan kepada alat
kelengkapan DPRD untuk dibawa dalam agenda rapat pada
masing-masing sesuai dengan persoalanya. Lain dapat
dilakukan melalui media masa, partai politik, serta Pemerintah

Daerah.®®

4 Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat

a. Pengertian Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat

untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat
hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.'
Konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat
ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti
sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan
aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam
suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. dalam proses penyerapan
aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi

masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu
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Kurniasih Dewi, Yudi Rusfiana, Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam
Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung, Jurnal Academia Praja Volume
2,2021,h.9

¥ Adianto, Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan

=
= Rakyat Daerah, Jurnal [lmu Administrasi Negara Volume 14 Nomor 1, 2016, h. 2
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komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa
yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar
tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi
konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern
adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup
diwilayah perkotaan, sehingga cara menjaring aspirasinyapun melalui
cara-cara yang sesuai dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen
tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak
berhubungan dengan alat teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti
di daerah pedesaan maupun pegunungan.Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib
DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi,
hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.™
Dasar Hukum Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 108 huruf i, j, dan k
yang menyebutkan DPRD provinsi berkewajiban (i) menyerap dan
menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
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politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penyelenggaraan
otonomi daerah haruslah menjamin adanya suatu hubungan yang
selaras antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kinerja
DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat serta memberikan pelayanan kepada
orang banyak dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat.
Menyerap aspirasi melalui pengaduan yang dilakukan masyarakat
adalah salah satu bentuk memuaskan kehendak masyarakat.16

Bentuk Bentuk Aspirasi Masyarakat

Di dalam UndangUndang tentang DPRD maupun Pemerintahan
daerah, tidak ada pengaturan mengenai apa-apa saja bentuk pengaduan
aspirasi itu sendiri. Adapun yang diatur hanya sebatas kewajiban
DPRD  yakni, "menampung, menghimpun, menyerap serta
menindaklanjuti aspirasi masyarakat."

Namun, apabila dilihat dari kegiatan rutin sehariharinya serta
berdasarkan berbagai aspirasi yang sudah pernah ditujukan kepada
DPRD Provinsi Bali, maka terdapat bermacam-macam bentuk
menyalurkan aspirasi. Berikut bentuk-bentuk pengaduan aspirasi :

1) Aspirasi Secara Tertulis
Merupakan bentuk aspirasi yang ditulis dalam bentuk
surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD dan

kemudian akan di teruskan kepada siapa yang sebenarnya
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ingin dituju, yaitu Ketua DPRD ataupun anggota Dewan
lainnya. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan  surat pengaduan masyarakat adalah
objektivitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas,

transparansi, keadilan, dan rahasia.

2) Aspirasi Secara Lisan

Aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan langsung
di hadapan anggota Dewan yang dituju atau yang
dianggap mampu memberikan solusi. Apabila yang
membawa aspirasi menginginkan jawaban langsung saat
itu juga, maka di hari itu juga anggota Dewan tersebut
memberikan jawaban yang dikehendaki, namun ketika
solusi tidak dapat diberikan pada saat itu, biasanya
anggota Dewan akan meminta pertemuan kembali di hari

lain.

3) Aspirasi Melalui Unjuk Rasa atau Demontrasi

Aspirasi yang dilakukan dengan cara ini biasanya
dengan jumlah massa yang tidak sedikit, dikarenakan ada
perasaan simpati terhadap kelompok masyarakat dan rasa
antipati terhadap suatu badan pemerintah. Unjuk rasa atau
demostrasi merupakan suatu wujud demokrasi dalam

kehidupan bermasyarakat, yang diatur dalam UU No 9
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Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum.
4) Aspirasi melalui Kunjungan Kerja
Aspirasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika
anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah
tertentu, biasanya anggota DPRD akan melaksanakan
kunjungan kerja ke daerah tempat pemilihannya.
5) Aspirasi secara Online atau Daring
Aspirasi yang dapat disampaikan kepada anggota
DPRD hanya dengan hitungan detik dan tentunya sangat
mudah, yakni secara daring atau onl/ine. DPRD Provinsi
Bali memiliki situs resmi, dimana kita sebagai masyarakat
dapat memberikan aspirasi secara daring atau online,
sehingga masyarakat tidak perlu datang menemui atau

.« . 17
mengirim surat.

enelitian Terdahulu
Kajian Penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk
engetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan

enelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Azzahri (2018), dengan judul :

“ANALISIS TINDAK LANJUT HASIL RESES OLEH ANGGOTA

nery wisey JIIeAg uejing jo 431SigAru

Y Dea Rangga Kuncoro, Peran Serta Masyarakat Terkait Tugas Dan Wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Bali, Vol. 6, No. 24, 2019, h. 6
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DPRD DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA PEKANBARU MASA
SIDANG I TAHUN 2017 (Studi Kasus Bidang Infrastruktur).”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut
hasil Reses anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kota Pekanbaru masa
sidang I tahun 2017 dan mengetahui hambatan / kendala pelaksanaan
hasil Reses anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kota Pekanbaru masa
sidang I tahun 2017. Sedangkan dasar hukum yang digunakan adalah
Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarat
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu  adalah sama-sama
membahas tentang kegiatan reses DPRD Kota Pekanbaru. Dan
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
penelitian ini membahas tentang pelaksanaan reses di kota Pekanbaru
khususnya Daerah Pemilihan 2 sedangkan penelitian sebelumnya
membahas tentang tindak lanjut hasil reses DPRD pada masa sidang 1

tahun 2017.

. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gusnandar (2022),

“EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES ANTI YOSEFA SEBAGAI
ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI DALAM MENYERAP ASPIRASI
MASYARAKAT DAPIL 1 ALAM BARAJO KOTA JAMBIL.”

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan

reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kota
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Jambi dalam pelaksanaan Penampungan Aspirasi Masyarakat dan
mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan reses
anggota DPRD Kota Jambi serta upaya yang dilakukan olehi Anggota
DPRDKota Jambi Dapil 1 Alam Barajo Kota Jambi dalam mengatasi
masalah di lingkungan Masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu  adalah sama-sama
membahas tentang kegiatan reses. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, yang
mana penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru khusunya daerah
pemilihan dua.

Penelitian yang dilakukan oleh Eri Supriadi (2021). “PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN SIDANG 2019-2020".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Jaring
Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD
Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2019-2020, untuk mengetahui
adakah faktor-faktor penghambat Analisis Jaring Aspirasi Masyarakat
dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun
Sidang 2019-2020, untuk mengetahui upaya-upaya mengantisipasi
faktor-faktor penghambat Analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dalam
Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun

Sidang 2019-2020.
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adalah sama-sama

Sedangkan perbedaan ini dan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada

Persamaan dengan penelitian terdahulu
penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan terhadap

skripsi yang membahas secara khusus membahas tentang peran DPRD

peran DPRD dalam menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.
menyerap aspirasi masyarakat dalam pelakasaan reses tersebut.

membahas tentang kegiatan reses.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

RldioYeH @

enis Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang di

nakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan

NIg 2!

yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang

n

ﬁnemiliki langkah-langkah yang sistematis.™®
©
20 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis

©
SSosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam
masyarakatlg. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat
dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang
dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada
gl-)dentiﬁkasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori

e[S] 93

Fpenelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitiann untuk mencari

D

?imana peristiwa yang diteliti terjadi. Sehingga menerima informasi langsung

i o

Edan terkini mengenai hal-hal terbaru mengenai masalah yang berkenaan,,
]

kgeperti pemeriksaan silang dokumen yang ada. Dilihat dari ciri-ciri data maka
=)

%rmasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk
s

smemahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku,

'8 Suaharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta,1996), Cet. kel0, jilid 3, h.17.
** Ibid, h.126
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©
?ersepsi, motivasi, tindakan secara keseluruhan dan melalui uraian dengan

e
ckata-kata dan bahasa, dalam konteks alam tertentu dan dengan berbagai metode

©
=

aalamiah.

=
B. Pendekatan Penelitian

= Penelitian ini mengunakan metode pendekatan efektivitas hukum.
=
Pendekatan efektivitas hukum adalah sebuah cara pandang dalam menganalisis

w
chukum yang berfokus pada tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai
w

Zal
Stujuannya. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai norma atau

A
oaturan, tetapi juga sebagai sebuah instrumen yang diharapkan dapat

c
menghasilkan perubahan sosial yang positif.?°

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan efektifitas hukum adalah

karena membantu menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan hukum telah

mencapai tujuan dan untuk menganalisis kepatuhan, keadilan, dan kemanfaatan

hukum, peneliti dapat menentukan apakah hukum tersebut efektif atau tidak.

€. Jfokasi Penelitian

& Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian dan
o
anengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti.
W
?Adapun lokasi penelitiannya yaitu berada di provinsi Riau dan pusat penelitian
o]

Sli berada di kecamatan Rumbai kota pekanbaru.

i o

<
D. Populasi dan Sampel
]

=: Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atau himpunan objek

Sdengan ciri yang sama.populasi bukan hanya orang, tetapi benda, tetapi juga

N

s

e

Y]

=

kg) %0 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum dan Perundang-undanga, ( Jakarta: Sinar Grafika),
2920. h. 26

nery wisey j
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©
?bjek dan benda- benda alam yang lain.”* Dalam penelitian populasi digunakan

==
amtuk menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang

1)
amenjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. di Kelurahan

-parambahan banyak yang menjadi penerima gadai.

=
— Sampel sejumlah anggota yang terpilih dan populasi. Sampel adalah

ozt;agian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

c
geknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah Purposive Sampling

©
-yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

g Populasi dalam penelitan ini adalah ketua DPRD Kota Pekanbaru,
Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru dan anggota DPRD Kota Pekanbaru daerah
pemilihan 2 Kota Pekanbaru. Jumlah anggota DPRD di Kota Pekanbaru
berjumlah 45 orang anggota , sedangkan di daerah pemilihan 2 berjumlah 6
anggota. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu ketua DPRD Kota Pekanbaru,
SekretasiS DPRD Kota Pekanbaru, dan 6 anggota DPRD Daerah Pemilihan 2

mﬁota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada

Turejsy 923}

tabel 1.1 dibawabh ini.

21 Sugiono, metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D,(Bandung
* :Albeta),2013,h.80.
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©
I Tabel 1.1
)
e
o Populasi dan Sampel
-
[
No Responden Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan

=
=
- Anggota DPRD Daerah
F 6 i >0% Purposive
CCD Pemilihan 2 Kota Pekanbaru P
i Sampling
W)
A
® Total 6 3
c

Populasi dan Sampel

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau

fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau

kepastian tertentu, sumber data sangat diperlukan bagi seseorang yang

?elakukan penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian ini

fdikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data
primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat wup fo
date yang penulis peroleh langsung dari responden. Adapun dalam hal ini

penulis mewawancarai pihak-pihak terkait dan mengambil data dari

neny wisey jrareAg uejpng jo AJISIdAIU) dIWeE[S
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rumusan usulan program atau kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari
berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain-lain. Data sekunder
merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data

sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari referensi-

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

referensi atau rujukan dalam menduung data yang diperoleh penulis
terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan-bahan
hukum.Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal dan
peraturan walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan reses DPRD Kota
Pekanbaru Daerah Pemilihan 2 Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digumakan oleh peneliti

L2101S

ntuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. “pengumpulan data
apat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Langlah- langkah yang

igunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah degan teknik

ATUR) dTWIR]S

&

'ebagai berikut :
1. Obsevasi (Pengamatan)
Imam gunawan dalam bukunya menyebutkan Observasi ialah studi
yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi

neny wisey jrreAg uejing jo AjIsI
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adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikan dari interelasi
elemenn-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba
kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.

Selanjutnya yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri dari
tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah dimana observasi
dilakukan yaitu di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori, pihak yang terlibat merupakan orang-orang yang berperan
dalam masalah yang diteliti. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan
para pihak yang sedang diteliti.

Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu
masalahtertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua
orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini dilakukan
untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas
mungkin kepada subjek penelitian. teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan dimana dua
oran atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dengan memberikan
keterangan kepada peneliti.

Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian

buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
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4. Dokumentasi
Dokumentasi dapat dikatan sebagai catatan peristiwa yang sudah
berlalu berbentuk tulisan,gambar, atau karya monumentaal seseorang.
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan
tekstual, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku tentang
pendapat, teori, dalil atau hukum,dan lain-lain yang berkaitan dengan
topik penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan

untuk mengumpulkan data atas dokumen-dokumen yang ada, melalui

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
G. Analisis Data
Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah data menjadi
informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan

juga berguna dalam mencari solusi suatu permasalahan, terutama topik

penelitian.

g'-) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
=

o

m»-lﬁiualita‘[if, dimana peneliti menafsirkan dan mendeskripsikan temuan penelitian
&

Fberdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di lapangan serta wawancara

i o

D

Gdengan responden.

i o

neny wisey jrareAg uejing jo AJIsIsAru
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BAB V

PENUTUP

esimpulan

1.Berdasarkan hasil penelitian mengenai kegiatan reses anggota DPRD

Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
dapat disimpulkan sebagai berikut: Kegiatan reses anggota DPRD
Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya Partisipasi
masyarakat dalam reses sering kali kurang optimal. Banyak warga
yang tidak merasa terlibat atau tidak tahu bagaimana cara
menyampaikan aspirasi mereka. ini bisa disebabkan oleh kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kegiatan ini. Oleh
karena itu, berusaha untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat
tentang peran mereka dalam proses ini. Salah satu tantangan utama
adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses.
Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya reses sebagai sarana
untuk menyampaikan aspirasi, sehingga suara mereka tidak terwakili
secara optimal. banyak masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi

dalam kegiatan res, yang mengakibatkan aspirasi yang terjaring

63
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T ©

§ £ menjadi terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya

E_E;. (-j pemahaman masyarakat tentang pentingnya res dan bagaimana

3 ©

é o mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka.

g g 2.Adapun faktor penghambat kegiatan reses dprd kota pekanbaru

f‘: z khususnya di daerah pemilihan II (DUA) dalam menyerap aspirasi

§ i masyarkat antara lain sebagai berikut masith adanya anggota dprd
“C?z_ daerah pemilihan II (Dua) yang tidak melaksanakan reses kurangnyaa
Q;;i partisipasi masyrakat dalam kegiatan reses, keterbatasan akses
g informasi, keterbatasan anggaran dan komunikasi yang kurang efektif.

B. Saran

Agar pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah

Pemilihan II (Dua) lebih efektif, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya reses dan

cara partisipasi. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial,
pengumuman di tempat umum, dan kolaborasi dengan masyarakat
setempat.

Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai jadwal
dan lokasi reses melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk website

resmi DPRD dan media sosial.
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